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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli 
waris yang hilang ingatan dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum 
waris islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis  normatif yaitu dengan 
mendapatkan  data  yang  lebih  akurat  yang  berhubungan  dengan  judul tersebut, 
sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan 
perundang-undangan yang  berlaku. Dari hasil penelitian s e s u a i  f a k t a -
f a k t a  d i l a p a n g a n  d a n  d a r i  h a s i l  s u m b e r - s u m b e r  yang 
memutuskan soal pembagian harta waris bagi ahli waris yang hilang ingatan. 
Karena ahli waris yang hilang ingatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum 
dalam menerima pembagian warisan maka perlu adanya pendamping   atau wali 
yang mengurus. Apabila wali dalam mengurus ahli waris yang hilang ingatan 
telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut 
hak perwaliannya dan menggantikan kepada pihak lain. 
 








This study aims to determine the legal protection for heirs who lost their memories 
in the distribution of inheritance in terms of Islamic inheritance law. This study 
uses a normative juridical method that is by getting more accurate data relating to 
the title, the source of data obtained from the literature, scientific papers and 
applicable legislation. From the results of the study according to the facts in the 
field and from the results of the sources who decide about the distribution of 
inheritance for heirs who have lost their memories. Because heirs who have lost 
their memories cannot do legal actions in receiving inheritance distribution, a 
guardian or guardian needs to take care of it. If the guardian in managing the heirs 
who have lost their memory has misused their rights and authority, the court can 
revoke the guardianship and replace it with another party. 
 







 Merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang 
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penelitian. 
A. Latar Belakang 
 Negara    Indonesia    merupakan    negara    hukum    yang    berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin 
kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan 
keadilan. Hal ini berarti bahwa segla sesuatunya harus berdasarkan pada hukum 
yang berlaku di negara RI. 
 Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 
waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua 
manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat 
hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang 
diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. 
 Sedangkan Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang 
peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta 
akibatnya bagi para  ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban 
dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja yang dapat di wariskan.1) 
 Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa ”pewarisan hanya 
berlangsung karena kematian” Jadi, harta peninggalan jika sipewaris telah 
meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.  
                                                          
1) RachmatBudiono,Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT.CitraAdityaBakti, 





 Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832.  
Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian 
warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan 
suami atau istri yang hidup terlama. 
2. Secara Testamentair   (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat = 
testamen) dalam pasal 832. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat 
untuk para ahli warisnya yang di tunjuk dalam surat wasiat. 
Didalam hukum waris proses peralihan harta warisan itu sudah dapat di 
mulai semasa pemilik harta warisan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya 
berjalan terus sehingga keturunannya itu masing masig-masing menjadi 
keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri mentas dan mencar (jawa) 
yang kelak pada waktunya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan 
tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga. 
Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang 
yang bersifat netral kirannya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-
undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di 
sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, 
mengingat beranekaragamnya corak budaya,agama,sosial dan adat istiadat 
serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat 
Indonesia. 
Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas. 
Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya 
pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris dimana yang berlaku bagi orang 
yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk indonesia, 
maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris 
termasuk golongan penduduk eropa atau timur  asing cina, bagi mereka berlaku 





Masih ada hukum yang juga hidup di dalam masyarakat yang berdasarkan 
kaidah-kaidah agama, khususnya islam ( Al-Qur’an). sehingga apabila pewaris 
termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, maka tidak 
dapat di sangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan 
peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. Sedangkan apabila 
pewaris termasuk dalam golongan Penduduk timur asing lainnya (seperti Arab, 
Pakistan atau India) maka mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing. 
Salah satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur’an dengan 
sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-
hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka berkaitan dengan hal 
tersebut, di bawah ini beberapa ayat suci Al-Qur’an yang merupakan sendi 
utama pengaturan warisan dalam islam. Ayat-Ayat tersebut secara langsung 
menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur’an. Syariat 
islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. 
kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik  laki- laki maupun perempuan 
dengan cara yang legal. 
Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang 
sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan 
nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. 
Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang 
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian 
yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab 
terhadap pewaris. 
Pada surat An-Nissa ayat 7 yang artinya :“ bagi orang laki-laki ada hak 
bagian dari harta peninggalan bapak-ibu dan kerabatnya dan bagi orang wanita 
ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik 
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”asing lainnya 






Didalam hubungan persaudaraan akan bisa berantakan jika masalah 
pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. 
Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan 
dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut 
Undang-Undang (KUH Perdata). 
Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti 
masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau 
ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang 
akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Oleh karena ada baiknya 
kita mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan ini diselesaikan dengan 
Hukum Waris menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). 
Ada cara seseorang dikatakan berhak mendapatkan warisan yaitu Ada dua 
jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, antaralain melalui pewarisan 
absentantio dan pewarisan testamentair. 
Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan 
Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang 
meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka 
yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau 
suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya 
adalah saudara terdekat dari pewaris. 
Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan 
ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan 
membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya 
setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa 
harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Tidak berhak menerimanya 
meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara 





Undang Hukum Perdata) telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan 
seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan, yaitu : 
1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum 
karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. 
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat 
atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk 
membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. 
Pengurusan Harta Warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan 
pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar 
hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain 
ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada 
beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan 
mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak 
bergerak (tanah dan bangunan). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan /Kecamatan setempat. 
Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat 
atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan 
Daerah masing-masing. Didalam surat / fatwa tersebut akan dinyatakan secara 
sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. 
Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian 
warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah 
satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus 
melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan 
Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat 
atau Akta Pembagian Waris bila ada. 
Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila 
demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih 
dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan 
Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari 
salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya. 





GOLONGAN I antara lain suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris 
yang berhak menerima warisan. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Ayah Ibu 
Pewaris Saudara Saudara. 
GOLONGAN II antara lain mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris 
belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak 
adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.yang 
berhak dapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. 
Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak 
boleh kurang dari ¼. 
GOLONGAN III kakek nenek kakek nenek Dalam golongan ini pewaris tidak 
mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah 
keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah yaitu yang 
mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. 
Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk 
garis ibu. 
GOLONGAN IV yaitu yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah 
dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan 
ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris 
mendapatkan ½ bagian sisanya. 
Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab 
terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa 
hidupnya. 
Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena 
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 
menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah 
manusia menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk 
menghalalkan berbagai cara seperti memasung atau merehabilitasi pewaris 
dalam hal ini sedang mengalami hilang ingatan, stres berat atau gila oleh ahli 
warisnya sendiri untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk 





Beberapa data yang menunjukan kondisi permasalahan waris pada pewaris 
yg sedang mengalami hilang ingatan /gila atau cacat mental yaitu dengan 
pemasungan atau merehabilitasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir 
kebanyakan dilakukan oleh keluarga sendiri dengan alasan kegilaan dan yang 
dikhawatirkan akan membuat warga sekitar terganggu, alasan lain adalah 
karena keluarga malu untuk menerima bahwa salah satu keluarganya ada yang 
mengalami gangguan kejiwaan, dan selain itu ada faktor lain yang mendorong 
keluarga / sodara atau kerabat melakukan pemasungan atau merehabilitasi 
yaitu melakukannya atas dasar karena kewarisan (Warisan). 
Adapun contoh kasus pemasungan secara umum di gambarkan pada kasus 
berikut: Kasus pemasungan Nur halimah warga Mandailing Natal Sumatra 
Utara, ditemukan warga disebuah gubuk diperkebunan, korban yang saat 
ditemukan kakinya dalam keadaan dirantai, dijelaskan keluarganya karena 
sering mengamuk dan stres, namun setelah para saksi yaitu warga dibantu 
polisi menemukan kejanggalan ternyata korban tidak mengalami gangguan 
jiwa. Berbagai keterangan yang dihimpun ternyata kasus pemasungan Nur 
Halimah adalah motif orangtua korban ingin menguasai harta kekayaannya 
yaitu berupa kebun kelapa sawit dan rumah.2) 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi di Indonesia telah 
banyak kasus  sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk menghentikan 
pemasungan dan rehabilitasi ilegal yang terjadi oleh anggota keluarga kepada 
anggota keluarganya dengan alasan kegilaan ataupun keluarga malu untuk 
menerima bahwa salah satu keluarganya ada yang mengalami gangguan 
kejiwaan ataupun pemasungan yang dilakukann itu ada alasan lain yaitu karena 
penguasaan harta warisan yang dimiliki pewaris oleh keluarganya. Bertitik 
tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis mencoba menguraikan dan 
mengembangkannya dengan judul : ” TINJAUAN HUKUM ISLAM 
                                                          





TERHADAP PEMBAGI HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG 
HILANG INGATAN ” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang hilang ingatan 
dalam perspektif hukum islam? 
2. Siapa yang bertanggung jawab atas harta warisan dari ahli waris yang hilang 
ingatan menurut hukum waris islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu  penelitian  Ilmiah  dilakukan  oleh  peneliti  harus  mempunyai tujuan 
pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti 
dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukan suatu 
kuwalitas itu sendiri. Adapun tujuan yang hendak di capai melalui penulisan 
dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pembagian terhadap harta waris dari ahli waris yang 
hilang ingatan menurut hukum islam. 
2. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab pada pembagian terhadap 
harta waris dari ahli waris yang hilang ingatan menurut hukum islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan segi 
praktis, yaitu: 





Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka 
pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam pada umumnya 
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat memberi manfaat, gambaran dan informasi bagi 
masyarakat yang mencari keadilan hukum waris yang mempunyai kasus 
tentang pembagian warisan dan sebagai bahan masukan bagi instansi yang 
terkait yaitu Departemen Agama,  Pengadilan  Agama,  Praktisi  Hukum  
dan Mahasiswa  Fakultas hukum khususnya. 
E.Tinjauan Pustaka 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hukum adalah perangkat asas-asas 
dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, 
dengan demikian hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat 
ini, karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas  dan  
kaidah-kaidah  hukum  yang  tidak  lepas  dari  masalah  keadilan.3) 
Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup ini 
ditengah-tengah masyarakat peraturaturan masyarakat yaitu mempunyai tujuan 
untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk atau pedoman) dalam 
pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan 
masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu 
keadaan aman, tertib dan adil. 
J.F. Glastra Van Loon mengatakan bahwa dalam menjalankan peranan hukum 
mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu : 
a) Menertibkan masyarakat dan peraturan pergaulan hidup. 
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b) Menyelesikan pertikaian. 
c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu 
dengan kekerasan. 
d) Memelihara dn mempertahankan hal tersebut. 
e) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan, dalam rangka penyesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat. 
f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara 
merealisirir fungsi-fungsinya. 4)  
Di Indonesia hukum waris ada beraneka ragam, dimana tiap-tiap golongan 
penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, d i antaranya dilihat 
pada golongan masyarakat yang beragama Islam diberlakukan hukum kewarisan 
Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara 
anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang 
berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain sebagainya. 
Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum  
adatnya masing-masing  disana-sini dipengaruhi  oleh unsur-unsur agama dan 
kepercayaan. 
Akibatnya terjadi perbedaan yaitu arti dan makna Hukum Waris itu sendiri bagi 
masing-masing golongan penduduk. Artinya belum terdapat suatu keseragaman 
tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standar hukum, 
pedoman serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik 
Indonesia. Namun demikian semua pihak terdapat bahwa apabila berbicara 
mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur 
pokok, yakni: 
1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; 
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta 
                                                          






warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan; 
3. Adanya  ahli  waris,  orang  yang  menerima  pengalihan,  penerusan  
atau pembagian harta warisan itu. 
Di Indonesia mengenl 3 hukum waris yaitu : 
a) Hukum Waris Islam 
Adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yng meninggal 
dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa porsi 
bagian masing-masing ahli waris ,menentukan harta peninggalan dan harta 
warisan bagi orang yang meninggal dimksud.5) Wujud  warisan  atau  
peninggalan  menurut  hukum  islam sanga tberbeda dengan hukum waris 
barat sebagaimana diatur  dalam KUHperdata maupun hukum waris adat. 
Warisan atau harta peninggalan menurut islam yaitu sejumlah harta benda 
serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih artinya, 
harta peninggalan yang di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta 
benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang 
pewaris dan pembayaran yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 
b) Hukum Waris Eropa (BW) 
Adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena 
wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 
oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang 
memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga6) 
c) Hukum Waris Adat 
Menurut Betrand Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan 
materiil dan inmateriil dari turunan keturunan. Menurut Soepomo, hukum 
waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan 
serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 
berwujud benda (immteriele goederen) dari suatu angkatan manusia 
(generatie) kepada keturunannya. 
Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 
                                                          






pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta 
peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-
Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-
siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris 
dan cara-cara pembagiannya.7) Menurut  hukum  kewarisan  (hukum  faraidh),  
pengertian  hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar atau ketentuan), 
dan sya’ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi waris. 
Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah 
ditentukan besar kecilnya oleh sya’ra. 
Menurut Ter Haar, hukum waris adalah: “Aturan-aturan yang mengatur mengenai 
cara bagaimana dari abad ke  abad  penerusan  dan  peralihan  dari  harta  kekayaan  
yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.” 
Para fuaha mendifinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang 
dengan dialah dapat kita ketahui orang yang meneria pusaka,orang yang tidak 
menerima pusaka,serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara 
membaginya.”8) 
 
F. Metode penelitian  
Digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. 
a) Pendekatan Penelitian 
Yang di gunakan dalm penulisan Proposal skripsi ini adalah deskriptif 
analisis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan  
yang  berlaku dengan  teori-teori  hukum  dan praktek pelaksanaan hukum 
positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan 
menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang 
berkaitan dengan pendekatan hukum peralihan hutang kepada ahli waris, 
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kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang 
akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriftif analisis ini hanya akan 
menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak  dimaksudkan 
mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai 
pewarisan harta kekayaan pada pewaris yang hilang ingatan. 
b) Jenis dan Sumber Data 
a. Penelitian Kepustakaan 
Yaitu mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan 
menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat 
berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau 
secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari: 
1)  Bahan Hukum Primer 
Bahan –bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan 
kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, 
peraturan     perundang-undangan catatan- catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang- undangan,   dan   putusan   hakim,   
dalam   penelitian   dan penulisan skripsi ini, meliputi:9) 
a.   Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke empat 
b.   Interuksi  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 
2)  Bahan Hukum Sekunder 
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil 
                                                          






karya dari kalangan hukum, makalah- makalah seminar, dan lain-
lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-
bahan bacaan yang ada hubungannya    dengan    masalah    
kewarisan    islam,    dan pewarisan orang hilang mengenai objek 
yang teliti yaitu literatur  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  
masalah yang akan di teliti. 
3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan 
hukum primer dan sekunder yaitu, kamus,baik kamus terjemahan 
maupun kamus hukum, majalah dan internet (virtual research). 
b.  Data Lapangan 
 
Tahap penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengumpulkan,     
meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam 
rangka menunjang data sekunder. 
G. Sistematika Penulisan 
Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi uraian 
mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 
Penulisan. 
Bab kedua ialah merupakan tinjauan hukum islam terhadap pembagi harta 
waris bagi ahli waris yang hilang ingatan. Dalam bab ini penulis akan membahas 
mengenai pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam diantaranya arti dan 
istilah Hukum Waris, Syarat-syarat mewaris, Landasan Hukum Islam, 
Penggolongan ahli waris, Jumlah Bagian Para Ahli Waris,  Landasan  Hukum  






Bab ketiga ialah penulis menguraikan hak-hak pewarisan bagi ahli waris 
yang hilang ingatan,Ketentuan pembagian waris menurut hukum islam. 
Bab keempat ialah akan membahas tentang Dasar Hukum waris menurut 
hukum Islam dan Kedudukan hukum pada ahli waris yang hilang ingatan. 
Bab kelima ialah Penutup.  Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan 
dari pembahasan yang   telah   diuraikan   serta   akan   diberikan   saran-saran   
yang merupakan masukan penulis dan diharapkan dapat berguna untuk masalah 






























A. Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam  
1. 1. Pengertian Hukum Waris, 
A) Pengertian Waris Menurut Hukum  Islam 
Suatu definisi biasanya diutarakn untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu. Artinya 
mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Demikian juga 
mengenai hukum kewarisan Islam. Waris berasal dari bahasa Arab yakni warotsa yang 
berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya 
meninggal. Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.10) 
 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 
171 Sub a menyebutkan “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris(tirkah),  menentukan  siapa-
siapa  yang  berhak  menjadi  Ahli Waris dan berapa bagian masing-masing. Hukum 
kewarisan islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain 
dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal 
dunia. Dan di dalam definisi yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam 
disampaikan oleh Muhamad Asy-Syarbini, yakni terdapat pada ayat suci Alqur’an 
yang berisi ketentuan hukum waris, sebagian besar terdapat pada surat An-Nisa ayat 
:7 yang berbunyi bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak,dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan bahwa laki-
laki maupun perempuan merupakan ahli waris atau kerabat dekatnya.11) 
                                                          
10) Abdul Djamali, hukum islam, mandar maju, Bandung, 1997, hlm. 112-115 
 
 








Wujud  warisan  atau  peninggalan  menurut  hukum  islam  sangat berbeda dengan 
hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHperdata maupun hukum waris adat. 
Warisan atau harta peninggalan menurut islam yaitu sejumlah harta benda serta segala 
hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih artinya, harta peninggalan yang 
di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah 
dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran yang 
diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 
Untuk memahami kaidah-kaidah seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat 
dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang  lazim  dijumpai  
dan  dikenal.  Istilah-istilah  dimaksud  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengertian hukum waris itu sendiri. 
Adapun pengertian lain dari waris didalam pasal 171  Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) di Indonesia istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan islam adalah sebagai 
berikut : 
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak  
pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  waris,  menentukan siapa- siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing. 
b. Pewaris  adalah  orang   yang  pada  saat   meninggalnya  atau   yang dinyatakan   
meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan   beragama islam, meninggalkan ahli 
waris dan harta peninggalan. 
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan  
perkawinan  dengan  pewaris,beragama  islam  dan  tidak terhalang karena hukum 
untuk menjadi ahli waris. 
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalakan oleh pewaris baik yang berupa 
benda yang menjadi maupun hak-haknya. 
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,biaya 
pengurusnya jenazah,pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 





a) Rukun  Waris ada tiga : 
1. Pewaris,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia,  dan  ahli  warisnya berhak untuk 
mewarisi harta waris 
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris 
dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala. 
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, 
baik berupa uang, tanah dan sebagainya. 
b) Syarat-Syarat Waris ada tiga : 
1. Meninggalnya seseorang atau pewaris secara hakiki maupun hukum (misalnya 
dianggap telah meninggal). contohnya orang hilang yang keadannya tidak diketahui 
secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang meninggal dunia. 
2. Adanya   ahli  waris   yang   hidup   secara   hakiki  pada  waktu  pewaris meninggal 
dunia. maksudnya, hak pemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli 
waris  yang  secara  syari’at  benar-benar  masih hidup, sebab orang yang sudah 
mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. 
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing- masing. 
Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya   suami,   
istri,   kerabat   dan   sebagainya   sehingga   pembagi mengetahui  dengan  pasti  
jumlah  bagian  yang  harus  diberikan  kepada masing-masing ahli waris, sebab 
dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kerabat akan membedakan jumlah 
yang diterimanya. 
2. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam 
a) Prinsip Ijbari 





dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.12) Ditegaskannya prinsip ijbari 
dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata 
pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris 
tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris , 
hutang itu hanya akan dibayarkan sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris 
tersebut.Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang kemudian masih ada sisa hutang, 
maka ahli waris tak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak 
membayar sisa hutang itu, maka pebayaran itu bukan merupakan suatu kewajibanyang 
diletakkan oleh hukum, melaikan karena akhlak islam ahli waris yang baik. 13) 
b) Prinsip Individual 
Yaitu warisan dapat dibagi-bgikan kepda ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini 
berarti setip ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tnpa terikt oleh ahli 
waris yang lain. 
Menghilangkan bentuk individual dengan jalan mencampuradukkannya dengan sifat 
kolektif, menyalahi ketentuan yang ditegaskan oleh Al-quran surat An-nisa ayat 2 yang 
artinya : 
“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baliq) harta mereka jangan kamu 
menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersma 
hartamu. Seseungguhnya tindakan –tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang 
besar.” 
Oleh karena itu banyak kewarisn kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. 
Sebab dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan kan terjadi percapuran antara harta 
seseorang dengan harta anak yatim. Maka hal ini merupakan suatu dosa besar. Secara 
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khusus perbuatan ini terkena sanksi surat An-nisa ayat 2,6, dan 10. Secara umum perbuatan 
ini melanggar surat Al baqarah ayat 188 yang artinya : 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan hrta sebagian yang lain diantara kamu dengan 
jalan batil dan ( janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada yatim, supaya kamu 
dapat meakan sebagian dari pada harta benda orang lain iyu dengan ( jalan berbuat dosa: 
padahal kamu mengetehui)” 14) 
c) Prinsip Bilateral 
Ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis 
kekerabatan. Yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. 
Prinsip bilateral dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-quran 
surat An-nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat diatas 
bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus kebawah, ke atas serta garis kesamping, 
prinsip bilateral tetap berlaku. 15) 
d) Prinsip Kewarisan Hanya Karena Kematian 
Hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan atas dasar wasiat yang 
dibuat pada saat pewaris masih hidup”. Prinsip kewarisan hanya karena kematian ini bisa 
digali dari penggunan kta-kata warasa yang banyak terdapat dalam Al-Quran. waris, sebab 
dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kerabat akan membedakan jumlah yang 
diterimanya. 
C) Syarat-syarat mewaris, 
Mewaris menurut islam adalah mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-qur’an 
yaitu : 
1) Karena hubungan darah, ditentukan secara jelas dalam (QS.An-nisa : 7,11,12, 23 
dan 176) 
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2) Hubungan semenda atau pernikahan, 
3) Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-qur’an bagiannya 
tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS.Al-Ahzab 6 :) 16) 
B. Pengertian Ahli Waris Menurut Hukum  Islam 
 
Ahli waris menurut hukum islam adalah orang-orang yang mempunyai  hak  untuk  
mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  orang yang telah meninggal. Ahli waris 
ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. 
Ahli waris laki-laki ada 15 orang : 
1. Anak laki-laki 
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus 
kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki 
3. Bapak 
4. Kakek dari pihak bapak,dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak 
5. Saudara laki-laki seibu sebapak 
6. Saudara laki-laki sebapak saja 
7. Saudara laki-laki seibu saja 
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja 
10. Saudara laki-laki sebapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak 
11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak  saja 
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak 
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak saja 
14. Suami 
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat) Jika  15  orang  tersebut  diatas  semua  
                                                          





ada,  maka  yang  mendapat  harta pusaka atau waris dari mereka itu hanya 3 orang 
saja yaitu : 
a) Bapak 
b) Anak laki-laki 
c) Suami 
Dan Ahli waris perempuan ada 10 orang : 
1) Anak perempuan 
2) Anak perempuan dari anak  laki-laki dan seterusnya kebawah, asal 
pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki 
3) Ibu 
4) Ibu dari bapak 
5) Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu belum berselang laki-laki 
6) Saudara perempuan yang seibu sebapak 
7) Saudara perempuan yang sebapak 
8)  Saudara perempuan yang seibu 
9) Istri 
10) Perempuan yang memerdekakannya (mayat) 
Jika 10 orang tersebut diatas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka 
itu hanya 5 orang saja yaitu : 
a) Istri 
b) Anak perempuan 
c) Anak perempuan dari anak laki-laki 
d) Ibu 
e) Saudara perempuan yang seibu sebapak 





ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami istri, ibu, dan bapak, 
anak laki-laki dan anak perempuan. 
Contoh ahli waris : 
“Didalam keluarga ada sepasang suami istri yang telah meninggal dunia mempunyai 
5 orang anak yang mana anak pertama meninggal dunia, anak kedua meninggal 
dunia anak ketiga  meninggal dunia dan mempunyai seorang  anak  yang  masih 
hidup. anak keempat dan kelima masih hidup. Anak keempat dan kelima ini beserta 
anak dari anak ketiga datang ke PA (Pengadilan Agama) mohon untuk ditetapkan 
sebagai ahli waris. Oleh PA( Pengadilan Agama) permohonannya dikabulkan sebagai 
ahli waris.” 
D . Landasan Pewaris dan Dasar Hukum Waris Islam 
 
Pewaris adalah  orang  yang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan harta  kekayaan  
dalam  keadaan  bersih.  Sebab-sebab  adanya  pewaris adalah sesuatu yang 
mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab- sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak 
mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian hak mewarisi 
menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. 
Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah saw., peraturan 
perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Dasar Hukum Al-Qur’an dan Hadist 
dimaksud, diungkapkan sebagai berikut: 
a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam  (QS,  An- Nisaa; 
7,11,12,33,dan 176) Hubungan semenda atau pernikahan; 
1) QS.   IV:   7;   “bagi   orang    laki-laki    ada   bagian   dari   harta 
sepeninggalan  ibu-bapak,  dan kerabatnya,  dan  bagi wanita  ada pula ada 
pula dari peninggalan ibu-bapak, kerabatnya, baik sedikit atau banyak 





menyebutkan  bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris. 
2) QS.  IV:  11;  “Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu,  yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bagian dua anak perempuan ;dan jika anak itu semunya  perempuan  lebih 
dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang  ditinggalkan; jika  anak  
perempuan  itu seorang  saja, maka  ia  memperoleh  separoh  harta.  Dan  
untuk  dua orang  ibu- bapak, bagi masing-masingnya  1/6 dari harta yang 
ditinggalkan, jika   yang   meninggal   itu   mempunyai   anak;   jika   orang   
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- 
bapaknya(saja),  maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu 
mempunai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah ia penuhi wasiat yang dibuat atau (dan) 
kamu tidak mengetahui siapa yang diantara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya  Allah 
maha mengetahui lagi maha bijaksana.”  Dari ayat ini dapat diketahui 
bagian dari anak, bagian ibu dan bapak, di samping  itu juga diatur tentang 
wasiat dan hutang pewaris. 
3) QS.  IV:  12;  “dan  bagimu  (suami-istri)   1/2     dari  harta  yang 
ditinggalkan  istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-
istrimu  itu mempunyai  anak, maka kamu mendapat  1/4 dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat. Yang mereka buat atau (dan) 
sesudah  dibayar  hutangnya.  Para  isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu 
tinggalakan jika kamu tidak mempunyai  anak. Jika kamu mempunyai  anak, 
maka para isteri memperoleh   1/8   dari   harta   yang   kamu   tinggalkan   





huatang-hutangmu.....”  di  dalam  ayat  ini  juga  ditentukan  secara tegas 
mengenai bagian duda serta bagian janda. 
4) QS.  IV:  33;  “bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  bagi  harta  yang 
ditinggalkan   bagi   ibu-bapak   dan   karib-kerabat,   kami   jadikan pewaris-
pewarisnya.” Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An- Nisaa di atas, Allah 
menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, 
ahli waris yang dapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya 
Allah memerintahkan  agar pembagian itu di laksanakan. 
5) QS.   IV:  176;   “...katakanlah:   Allah   memberi   fatwa   kepadamu tentang 
kalalah(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 
dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya  yang  
perempuan  itu  1/2  dari  harta  yang ditinggalkannya,   dan   saudaranya   
yang   laki-laki   mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak 
mempunyai anak; tetapi  jika  ia  saudara  perempuan   itu  dua  orang,  
maka  bagi keduanya  2/3 dari harta yang ditinggalkan  oleh yang 
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara  
laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian   
dua   orang   saudara   perempuan.   Allah   menerangkan (hukum ini) 
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Mengetahui segala sesuatu 
.” ayat ini berkaitan dengan masalah 
b. Hubungan  persaudaraan,  karna  agama  yang  ditentukan  oleh  Al- Qur’an 
bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS, Al- Ahzab: 6); 
c. Hubungan  kerabat  karena  sesama  hijrah  pada  permulaan pengembangan Islam, 
meskipun tidak ada hubungan darah (QS, Al- Anfaal: 75). 





Dasar dari proses pewarisan adalan perkawinan harus dicatatkan, sehingga untuk 
meminta penjelasan tentang hukum yang dapat digunakan oleh pewaris. Jika 
perkawinan ayah atau bapak dituliskan di Kantor Catatan Sipil, maka hukum dasar 
yang digunakan adalah berdasarkan  Undang-Undang Hukum Perdata ( “KUHPerdata” 
). Dihubungi di Kantor Urusan Agama, maka hukum yang digunakan adalah 
Kompilasi Hukum Islam ( “ KHI ” ). 
Di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang 
berhak mendapat ahli waris dan memiliki hak langsung terhadap harta warisan tersebut 
adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami / istri pewaris 
yang sah yang masih hidup. Maka suami dari adik tidak termasuk dalam ahli waris 
karena suami dari adik bukan keluarga sedarah. Hal ini diatur dalam Pasal 832 
KUHPerdata Yang berbunyi: 
" Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah 
baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua sesuai 
peraturan tertera di bawah ini" 
Sementara Pasal 174 KHI , menyatakan bahwa: 
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:  
a. Menurut hubungan darah: 
-Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman 
dan kakek 
-Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan 
dan nenek 
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 
(2) Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, 





Begitu pula dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak 
Memahami Masalah Hukum Waris , Irma Devita Purnamasari, SH, M.Kn. , diserahkan 
pada prinsip pewarisan, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang memiliki 
hubungan darah dengan pewaris baik langsung maupun aman, saudara, nenek / nenek, 
atau saudara dari saudara-saudaranya. Terkait saudara dan saudari termasuk dalam 
kategori ahli waris dari ayah pewaris. Pewaris yang termasuk salah satu ahli waris, yang 
berhak atas harta warisan yang menjadi pewaris. Sebagai salah satu ahli waris, pewaris 
dapat meminta warisan karena pewaris sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima 
harta peninggalan dalam kondisi tidak terbagi. Pewaris berhak untuk meminta pembagian, 
disetujui diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata  dinyatakan sebagai berikut: 
“Tiada seorang pun yang memiliki bagian dalam harta peninggalan diwariskan menerima 
harta peninggalan ini dalam kondisi tidak terbagi”. 
Pemisahan harta peninggalan dapat dilakukan-waktu dituntut, sementara ada ketentuan 
yang bertentangan dengan itu. ” 
Sementara di dalam Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa: 
Para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan 
kepada  ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila seorang di 
antara ahli waris yang tidak  memenuhi permintaan itu, maka yang diminta dapat meminta 
gugatan melalui Pengadilan  Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Jika 
pewaris merasa dihalang-halangi oleh saudara saudari dalam pembagian harta warisan 
tersebut, pewaris dapat meminta gugatan pembagian harta ke pengadilan negeri ditempat 
tanah warisan tersebut berada, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama, pewaris dapat meminta gugatan ke pengadilan agama di tempat tanah warisan 
tersebut berada. 





” Tiap-tiap waris berhak mengajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, 
Terhadap Segala mereka , yang Baik differences dasar dasar hak Yang sama, baik Tanpa 
Dasar Sesuatu hak pun Menguasai Seluruh atau sebagian harta peninggalan setelah, 
seperti pun Terhadap mereka, Yang Beroperasi licik Telah menghentikan penguasaannya 
.Pewaris bisa memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-
satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa banyak waris lainnya . ”Atau dalam 
Pasal 188 KHI berbunyi demikian:“Bila ada diantara ahli waris yang tidak berhak 
membagi harta warisan, maka yang berhak menerima gugatan melalui Pengadilan Agama 
untuk melakukan pembagian harta warisan” . Oleh karena itu, jika saudara perempuan 
dan menghalang-halangi pembagian harta warisan tersebut, maka upaya hukum yang 
dapat dilakukan pewaris sebagai ahli waris, yaitu pewaris dapat meminta gugatan guna 
memperjuangkan hak warisnya. 
Mengenai tindakan suami adik perempuan yang menghalang-halangi proses waris bukan 
merupakan tindak lanjut, jadi pewaris tidak dapat membawa masalah ini ke ranah 
pengadilan, kesulitan ini dapat membantu dengan gugatan perdata. 
Dasar Hukum: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; 
2. Kompilasi Hukum Islam 
C. Jumlah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam 
Didalam  surat  An-nisa  ayat  11  Allah  mensyari’atkan  bagimu tentang (pembagian 
pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak 
perempuan. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-
laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki mendapat dua bagian. dan 
anak perempuan mendapat satu bagian. 





seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak 
laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 
perempuan. Dari hasil wawancara dengan PA yaitu dengan bapak Sulaiman 
SH.M.HUM bahwa pembagian harta waris anak cacat mental sama dengan anak yang 
sehat (anak normal) tidak pandang batas usia dan pembagiannya bisa dibagi sendiri 
atau diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak mau akan digugat di Pengadilan 
Agama (Pasal 188 KHI) yang bunyinya : 
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan 
permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. 
Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang 
bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan 
pembagian warisan. 
Contoh : pembagian harta pusaka antara dua orang bersaudara (laki- laki dan 
perempuan) hendaklah tiap laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. 
Umpamanya anak perempuan hanya seorang satu orang dan anak laki-lakinya juga 
satu orang maka harta peninggalannya dibagi tiga bagian, dua bagian (2/3) untuk anak 
laki-laki dan satu bagian (1/3) untuk anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya hanya 
seorang dan anak  perempuan  ada  dua  orang  maka  harta  peninggalannya  hendaknya 
dibagi empat bagian, (2/4) untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan mendapat 
¼ bagian 
D. Ahli Waris Yang Hilang Ingatan 
1. Pengertian Hilang ingatan 
Para ahli mendefenisikan orang yang hilang ingatan sebagai, hilangnya kemampuan 





bahasa Gila,edan,cacat mental serta hilang ingatan, hal ini bisa karena sejak lahir yaitu 
anak-anak yang terlahir dengan cacat dari sisi mental, pikiran Atau, mereka yang 
menjadi gila setelah dewasa. 
Pengertian umum seseorang dikatakan Hilang Ingatan adalah suatu kondisi seseorang 
sejak   lahir   ataupun   saat sudah beranjak dewasa bahkan sudah tuwapun   yang   
membuat   dirinya   tidak   dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang 
normal. Akibatnya, anak atau seseorang tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk 
dalam dunia repetitive, aktifitas dan minat yang obsesif. 
Karakteristik seseorang dikatakan hilang ingatan terdapat 6 gangguan Dalam bidang : 
-interaksi social 
-komunikasi (bahasa dan bicara) 
-perilaku-emosi 
-pola bermain 
-gangguan sensorik dan motorik 
-perkembangan terlambat atau tidak normal 
 
 
 Lalu, apa akibat hukum atas orang yang hilang ingatan setelah dewasa? Sesungguhnya, 
Rasulallah SAW telah memberikan semacam acuan (guide-lines) terkait hukum orang 
gila atau hilang ingatan. Beliau SAW berkata : “Diangkat kewajiban atas tiga kelompok 
yaitu : 
1. orang tidur sampai dia terbangun, 
2. anak kecil sampai dia baligh, dan  
3. orang gila sampai dia waras). 






Kita mulai dengan shalat, misalnya. Para ulama sepakat bahwa orang gila atau hilang 
ingatan tak punya kewajiban shalat. Hal itu karena hilangnya kemampuan akal untuk 
memahami perintah shalat. Dalam bahasa hukum disebut “tidak cakap” . Namun 
demikian, ulama berbeda pendapat apabila, misalnya, seseorang yang dinyatakan gila 
atau hilang ingatan hari ini, kemudian esok hari dia sembuh, apakah dia wajib membayar 
qadha shalatnya atau tidak?  
Imam Abu Hanifa mengatakan “dia wajib meng-qadha shalatnya apabila hanya lima 
waktu yang terlewat. Namun, jika telah sampai enam waktu, tak ada kewajiban qadha 
karena telah “terulang” peristiwa orang itu tak memahami perintah shalat”. 
Sementara imam Syafii mengatakan, jika orang itu telah waras, dan masih ada waktu 
meskipun seukuran satu rakaat, dia wajib meng-qadha shalatnya. 
Lalu bagaimana dengan zakat. Apakah harta orang gila atau hilang ingatan wajib 
dibayarkan zakatnya? 
Imam Abu Hanifa berkata “ tidak ada kewajiban zakat pada harta orang gila, sebesar 
apapun harta yang dimilikinya. Menurutnya, zakat adalah ibadah yang perintahnya 
ditujukan kepada pembayar zakat. Seorang yang gila atau hilang ingatan dia tak bisa 
memahami perintah itu, sehingga tidak ada kewajiban zakat atas hartanya walaupun 
telah cukup nishab (ukuran) dan sampai haul-nya (jatuh tempo). Hal ini sesuai dengan 
ucapan Rasulallah SAW sebagaimana dikutip di atas. 
Namun, mayoritas ulama seperti Imam Syafii, Imam Ahmad dan Imam Malik 
berpendapat kewajiban zakat atas harta orang gila tetap berlaku. Alasannya, karena 
kewajiban zakat berpulang pada harta dan perputaran waktu (jatuh-tempo). Maka, bila 
seseorang karena kondisi gila atau keadaan normal tidak bisa membayarkan zakat, 





hadits Rasulallah SAW yang berbunyi, “Siapapun yang menjadi wali atas anak yatim, 
hendaklah ia memutarkan hartanya. Jangan dibiarkan menganggur (idle) hingga 
dimakan zakat). Secara tekstual, hadits ini menyebutkan tentang “harta yatim”. 
Namun, kewajiban zakat tetap berlaku pada anak itu. Titik singgung dengan kasus 
harta orang gila adalah bahwa anak yatim dan orang gila sama-sama tak faham perintah 
zakat, tetapi pada harta mereka tetap ada kewajiban zakat. 
Ini baru dua kasus hukum yang terkait dengan ibadah. Bagaimana pula hukum-hukum 
lainnya, baik yang terkait dengan hukum privat seperti harta warisan, perkawinan, 
harta gono-gini, dll. Atau yang terkait dengan hukum publik seperti berbuat pidana, 




                                                          







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. HAK-HAK PEWARISAN TERHADAP PEMBAGI HARTA WARIS BAGI AHLI 
WARIS YANG HILANG INGATAN, 
A. Pewarisan Terhadap Pembagi Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang Ingatan, 
Ketentuan pembagian waris menurut hukum islam. 
Hukum Waris menurut para sarjana pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur 
perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang 
lain). 
Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang 
terhadap harta kekayaanya, yang berwujud, perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat 
hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama 
ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. 
Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi   hukum   
akan   beralih   kepada   para   penerima   waris. Dengan   demikian, berdasarkan ketentuan 
Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris  berhak  menguasai  
kekayaan  pewaris  (boedel)  berlandaskan  pada  haknya sebagai penerima waris dari 
pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak 
tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang 
memiliki klaim sama. 
B. Tata Cara Pembagian Harta Warisan dalam Islam 
Sebelum membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan sebelumnya 
mesti diketahui lebih dahulu beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembagian 
warisan. Beberapa istilah itu antara lain adalah: 
1. Asal Masalah 
Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar.” 18) 
Adapun yang dikatakan “didapatkannya bagian secara benar” atau dalam ilmu faraidl 
disebut Tashhîhul Masalah Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan 
bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan.” 19)  
                                                          
18) Musthafa Al-Khin, al-Fiqhul Manhaji, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jilid II, halaman 339 






 Dalam ilmu aritmetika, Asal Masalah bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan 
terkicil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing 
bagian pasti ahli waris yang ada. Asal Masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis 
oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. Lebih lanjut tentang Asal 
Masalah akan dibahas pada tulisan tersendiri, insyaallah. 
2. ‘Adadur Ru’ûs  
Secara bahasa ‘Adadur Ru’ûs berarti bilangan kepala. Asal Masalah sebagaimana 
dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris 
yang memiliki bagian pasti atau dzawil furûdl. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri 
dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi ashabah maka Asal Masalah-nya 
dibentuk melalui jumlah kepala/orang yang menerima warisan. 
3. Siham  
Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan bagian pasti 
seorang ahli waris dzawil furûdl. 
4. Majmu’ Siham  
Majmu’ Siham adalah jumlah keseluruhan siham. 
Setelah mengenal istilah-istilah tersebut berikutnya kita pahami langkah-langkah dalam 
menghitung pembagian warisan: 
1) Tentukan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan 
2) Tentukan bagian masing-masing ahli waris, contoh istri 1/4, Ibu 1/6, anak laki-laki sisa 
(ashabah) dan seterusnya. 
3) Tentukan Asal Masalah, contoh dari penyebut 4 dan 6 Asal Masalahnya 24 
4) Tentukan Siham masing-masing ahli waris, contoh istri 24 x 1/4 = 6 dan seterusnya 
Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam sebuah kasus perhitungan waris sebagai 
berikut: 
Kasus I 
Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang 






 Ahli Waris Bagian 24 
Istri 1/8 3 
Ibu 1/6 4 
Anak laki-laki Sisa 17 




a) 1/8, 1/6 dan sisa adaah bagian masing-masing ahli waris. 
b) Angka 24 di atas adalah Asal Masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi 
habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli 
waris istri dan ibu. 
c) Angka 3, 4 dan 17 adalah siham masing-masing ahli waris dengan rincian: 
        - 3 untuk istri, hasil dari 24 x 1/8 
        - 4 untuk ibu, hasil dari 24 x 1/6 
        - 17 untuk anak laki-laki, sisa dari 24 – (3 + 4) 
d) Angka 24 di bawah adalah Majmu’ Siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris (3 
+ 4 + 17) 
Catatan: Majmu’ Siham harus sama dengan Asal Masalah, tidak boleh lebih atau kurang. 
 
Kasus II 
Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang anak laki. Maka perhitungan pembagian 
warisnya sebagai berikut: 
 
Ahli Waris Bagian 3 
Anak laki-laki Ashabah 1 
Anak laki-laki Ashabah 1 
Anak laki-laki Ashabah 1 
Majmu’ Siham 3 
Penjelasan: 
a. Karena semua ahli waris adalah anak laki-laki maka semuanya menerima warisan sebagai 





b. Angka 3 di atas adalah Asal Masalah yang dihasilkan dari ‘Adadur Ru’ûs atau jumlah orang 
penerima warisan. Asal Masalah di sini tidak dihasilkan dari bilangan penyebut bagian pasti, 
tetapi dari jumlah orang yang menerima warisan. 
c. Angka 1 adalah siham masing-masing ahli waris yang didapatkan dari Asal Masalah dibagi 
jumlah ahli waris yang ada. Karena semua ashabah dari pihak laki-laki maka Asal Masalah 
dibagi rata kepada mereka. 
d. Angka 3 di bawah adalah Majmu’ Siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris (1 + 
1 + 1) 
Bagaimana bila konsep di atas diaplikasikan pada pembagian harta waris dengan nominal 
tertentu? 
Untuk mengaplikasikan tata cara pembagian waris di atas dengan nominal harta warisan 
tertentu sebelumnya mesti dipahami bahwa Asal Masalah yang didapat dalam setiap 
pembagian warisan juga digunakan untuk membagi harta yang ada menjadi sejumlah bagian 
sesuai dengan bilangan Asal Masalah tersebut. 
Sebagai contoh bila harta yang ditinggalkan si mayit sejumlah Rp. 100.000.000 dan Asal 
Masalahnya adalah bilangan 8, maka harta waris Rp. 100.000.000 tersebut dibagi menjadi 8 
bagian di mana masing-masing bagian senilai Rp. 12.500.000. Bila seorang anak perempuan 
mendapatkan siham 4 misalnya, maka ia mendapatkan nominal harta waris 4 x Rp. 12.500.000 
= Rp. 50.000.000. 
Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut: 
Kasus I 
Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan 
seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 150.000.000. Maka pembagiannya 
adalah sebagai berikut: 
  
Ahli Waris Bagian 12 
Suami 1/4 3 
Ibu 1/6 2 
Anak laki-laki Ashabah / Sisa 7 
Majmu’ Siham 12 
  
Penjelasan: 





b. Suami mendapat bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3 
c. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2 
d. Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7 
Nominal harta Rp. 150.000.000 dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 
12.500.000 
Bagian harta masing-masing ahli waris: 
a. Suami   : 3 x Rp. 12.500.000 = Rp. 37.500.000 
b. Ibu              : 2 x Rp. 12.500.000 = Rp. 25.000.000 
c. Anak laki-laki  : 7 x Rp. 12.500.000 = Rp. 87.500.000 
Jumlah harta terbagi :  Rp. 150.000.000 (Habis terbagi) 
 
Kasus II 
Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, 
seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditingalkan sejumlah Rp. 48.000.000. Maka 
pembagiannya sebagai berikut: 
  
Ahli Waris Bagian 24 
Istri 1/8 3 
Anak perempuan 1/2 12 
Ibu 1/6 4 
Paman Ashabah / Sisa 5 
Majmu’ Siham 24 
  
Penjelasan: 
a. Asal Masalah 24 
b. Istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3 
c. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada mu’ashshib, 
sihamnya 12 
d. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4 
e. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5 
f. Nominal harta Rp. 48.000.000 dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 
2.000.000 





a. Istri             :   3 x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 
b. Anak perempuan : 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 24.000.000 
c. Ibu                       :   4 x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000 
d. Paman  :   5 x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000 
Jumlah harta terbagi :  Rp. 24.000.000 (Habis terbagi) 
 
Kasus III 
Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang bapak, seorang ibu, seorang anak laki-laki 
dan 2 orang anak perempuan. Nominal harta warisan sebesar Rp. 30.000.000. Perhitungan 
pembagian harta waris tersebut sebagai berikut: 
Penjelasan: 
a. Asal Masalah 6 
b. Bapak mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, siham 1 
c. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, siham 1 
d. Anak laki-laki dan 2 anak perempuan: 
- Secara keseluruhan mendapat bagian ashabah atau sisa, yakni 4 siham.  
- Anak laki-laki sebagai ashabah bin nafsi, 2 anak perempuan sebagai ashabah bil ghair 
karena bersama dengan mu’ashshib. 
- Dalam hal ini berlaku hukum “laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.” 
- Karenanya meskipun anak laki-laki hanya 1 orang namun ia dihitung 2 orang. Maka 
penerima ashabah pada kasus ini seakan ada 4 orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki 
dan 2 anak perempuan. 
- Maka sisa 4 siham dibagi menjadi 2 siham untuk satu anak laki-laki dan 2 siham untuk 
2 anak perempuan di mana masing-masing anak perempuan mendapat 1 siham. 
e. Nominal harta Rp. 30.000.000 dibagi 6 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 
5.000.000. 
Bagian harta masing-masing ahli waris: 
a. Bapak   : 1 x Rp. 5.000.000 = Rp.   5.000.000 
b. Ibu           : 1 x Rp. 5.000.000 = Rp.   5.000.000 
c. Anak laki-laki  : 2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000 
d. 2 Anak perempuan : 2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000 
(Bagian masing-masing anak perempuan Rp. 10.000.000 : 2 = Rp.  5.000.000) 






Didalam  surat  An-nisa  ayat  11  Allah  mensyari’atkan  bagimu tentang (pembagian 
pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak 
perempuan. 
Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka 
pembagiannya dua berbanding satu (anak laki mendapat dua bagian dan anak perempuan 
mendapat satu bagian. 
Di dalam KHI Bab III Pasal 176 disebutkan bahwa apabila anak perempuan bila hanya 
seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak 
laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. 
Dari hasil pencarian diartikel hukum bahwa pembagian harta waris Pewaris pembagiannya 
bisa dibagi sendiri atau diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak mau akan digugat di 
Pengadilan Agama (Pasal 188 KHI) yang bunyinya : 
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan 
kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara 
ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. 
Contoh : pembagian harta pusaka antara dua orang bersaudara (laki- laki dan perempuan) 
hendaklah tiap laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Umpamanya 
anak perempuan hanya seorang satu orang dan anak laki-lakinya juga satu orang maka 
harta peninggalannya dibagi tiga bagian, dua bagian (2/3) untuk anak laki-laki dan satu 
bagian (1/3) untuk anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya hanya seorang dan anak  
perempuan  ada  dua  orang  maka  harta  peninggalannya  hendaknya dibagi empat bagian, 









A. Dasar Hukum waris menurut hukum Islam  
Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur’an, hadits Rasulullah SAW, dan pendapat ahli 
hukum islam serta kompilasi hukum islam. 
1. Al-Qur’an 
Ayat suci  yang  berisi  ketentuan  hukum  waris  dalam Al-qur’an, sebagian  besar 
terdapat  dalam surat An Nisaa (QS. IV) di antaranya sudah disebutkan diatas. 
2.  Al-Hadits 
Masalah kewarisan juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya yaitu  hadits dari  
Abdullah  Ibnu  Abbas  yang  diriwayatkan  oleh  imam bukhari, yang artinya: 
”berikanlah   faraidh  (bagian  yang  ditentukan)   itu  kepada  yang berhak dan 
selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” 
3. Ijtihad Para Ulama 
Dalam Al-Qur’an dan hadits sudah ditetapkan  mengenai pembagian harta  warisan,  
namun  dalam  beberapa  hal  masih  diperlukan  adanya ijthiad, yaitu terhadap hal-
hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun hadits, misalnya status cucu 
yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal mewaris bersama-
sama saudara-saudara ayahnya. 
Menurut   ketentuan   mereka   tidak   mendapatkan   apa-apa lantaran dihijab oleh 
saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang- undang  hukum waris mereka  diberi  
bagian  berdasarkan  atas Wasiat wajibah. 
Menurut   Habibburrahman,   meskipun   hukum   kewarisan   islam   di Indonesia  
adalah hukum waris yang bersumber  kepada Al-Qur’an dan Hadis yang berlaku 
universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika ada  beberapa  perbedaan  
paham  dikalangan  ulama  mazhab  dengan tidak  mengurangi  ketaatan  umat  islam  
kepada  ketentuan  Allah  dan Rasul-Nya,    maka   perbedaan    pendapat   tersebut   
dibolehkan    dan dipandang sebagai rahmat. 
4. Kompilasi Hukum  Islam 
Selain   Al-Qur’an,   Hadits,   dan   ijtihad,   aturan   mengenai   hukum kewarisan 







Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada buku II yang  mengatur  
tentang Hukum Kewarisan  yang termuat dalam pasal 171-214. 
B. Hukum Waris  menurut Hukum Perdata 
Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata yang bersumber pada  kitab  
Undang-undang  Hukum  Perdata  merupakan  bagian  dari hukum harta kekayaan. 
Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang yang berwujud harta kekayaan yang 
merupakan warisan dan yang akan diwarisi.   Hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  
publik,  hak  dan  dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopana tidak 
akan diwaris. 
Dalam  hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal 
dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu  juga  hak dan  kewajibannya  
beralih  kepada  para  ahli  warisnya.46 sepanjang hak dan kewajiban tersebut 
termasuk dalam  lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan   
kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang. 
Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Kitab Undang- undang Hukum 
Perdata  antara lain adanya  hak mutlak dari para ahli waris masing-masing  untuk  
sewaktu-waktu  menuntut  pembagian  dari harta  warisan.   Ini  berarti  apabila   
seseorang   ahli  waris   menuntut pembagian pembagian harta warisan di depan 
pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainya. Ketentuan 
ini tertara dalam pasal 1066 BW. Yaitu : 
a. Seseorang   yang   mempunyai   hak   atas   sebagian   dari   harta 
peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda 
peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris 
yang ada. 
b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun 
ada perjanjian yang melarang hal tersebut. 
c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja 
dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu. 
d. Perjanjian   penagguhan   pembagian   hanya   berlaku   mengikat selama 






C. Kedudukan hukum pada ahli waris yang hilang ingatan. 
Yang dimaksudkan dengan hilang ingatan yaitu orang gila atau stres adalah 
seseorang yang terkena dengan penyakit gila baik laki maupun perempuan 
apapun sebabnya, sehingga  kapan seseorang terjangkit penyakit gila maka 
hartanya disita. 
Hukum Penyitaan Harta Orang Gila 
Sedangkan orang kedua yang disita hartanya demi kebaikan dan demi menjaga 
kelestarian  hartanya supaya tidak dirugikan orang lain adalah harta dari orang 
yang hilang ingatan atau gila. 
Sedangkan hukum penyitannya juga tidak memerlukan pengumuman serta 
keputusan dari seorang hakim akan tetapi dengan sendirinya kapan seseorang itu 
gila maka otomatis hartanya disita oleh syari’ dan tidak diperbolehkan  bagi 
siapapun untuk melakukan transaksi apapun dengannya, dan jika hal itu terjadi 
maka transaksi tersebut dihukumi tidak sah, karena orang yang hilang ingatan 
atau gila itu tidak dianggap segala macam tindakannya baik berkaitan dengan 
ibadah maupun dunia dan dihukumi tidak sah segala macam ucapannya begitu 
pula transaksinya, maka tidak sah transaksi jual belinya, sewa menyewanya dan 
lain-lain dan tidak sah jika dia menjadi wali nikah baik dari putrinya sendiri atau 
kerabat lainnya. 
Dan jika ada seseorang yang telah terlanjur melakukan transaksi dengan orang 
gila, maka transaksi tersebut dihukumi tidak sah sehingga jika barangnya 
tersebut masih ada atau terbiasa maka diambil saja darinya sedangkan jika 
barangnya sudah tidak ada pada dirinya maka dia tidak bisa menuntut apa-apa 
selain sabar dan menganggap hal itu ujian baginya, dan tidak bisa meminta 
tanggung jawabkan kepada walinya dengan meminta ganti rugi darinya, karena 
kesalahan yang sebenarnya terletak pada orang melakukan transaksi dengan 
orang gila itu harusnya dia tidak teledor dan memeriksa dengan siapa dia 
melakukan transaksi. 
Sedangkan hukum penyitaan harta dari seseorang yang gila atau hilang ingatan 
akan terlepas secara otomatis setelah dia sembuh / waras dari gilanya, 





pengumuman dari seorang hakim maka terlepasnyapun demikian, sehingga 
kapan dia sudah sembuh dari penyakit gilanya maka saat itu juga dia sudah 
dibolehkan kembali  untuk melakukan segala macam transaksi apapun 
bentuknya berkaitan dengan hartanya, serta kembali lagi kepadanya hak wali 
nikahnya sehingga dia diperbolehkan kembali untuk menjadi wali nikah. 20) 
Berdasarkan  pada  pernyataan  tersebut, pembagian harta waris bagi ahli waris yang 
hilang ingatan yaitu  sebagai  ahli waris menurut  Undang-Undang baik secara hukum 
adalah tidak sah. 
 
C.Kesimpulan 
Pembagian waris menurut  hukum Islam dan Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata 
sangat berbeda  baik  itu  secara  prinsip  maupun  pelaksanaanya  karena  yang  menjadi 
sumber  hukum masing-masing  berbeda, perbedaan tersebut diantaranya  terletak 
pada bagian masing-masing ahli waris, golongan atau ahli waris yang berhak menerima  
harta waris dan sumber  harta yang menjadi  harta waris,   tapi selain perbedaan 
ada pula persamaan,  diantaranya unsur-unsur  dalam waris atau  yang disebut  syarat  
waris  dalam  Islam  dan  yang  menjadi  halangan  dalam  waris- mewarisi.Dan 
pembagian harta waris bagi ahli waris yang hilang ingatan yaitu  sebagai  ahli 
waris menurut  Undang-Undang baik secara hukum adalah tidak sah. 
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini 
dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 
implementasi Kompilasi Hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pembagi Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang Ingatan. 
Mengenai kedudukan ahli waris menurut Hukum Waris Islam, Al-Qur’an telah 
memberikan garis-garis pokoknya mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli 
waris beserta bagiannya masing-masing, yang kemudian digolongkan menjadi 3 
(tiga) golongan, yaitu: 
1. Ahli waris secara faraaidh, yaitu ahli waris yang mendapat bagian 
tetap sebagaimana telah ditentukan dengan jelas di dalam Al-Qur’an; 
2. Ahli  waris  qarabat  atau  asabah,  yaitu  ahli  waris  yang  mendapat 







bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau 
bagian terbuka; 
3. Ahli waris yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua, yaitu: 
 
a. Menurut Hazairin adalah ahli waris pengganti (mawali); 
atau 
 
b. Menurut Syafi’i adalah ahli waris yang memiliki hubungan 
darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak 
perempuan tetapi tidak termasuk golongan faraaidh maupun 
ashabah (dzawul arham). 
4. Sedangkan  mengenai  harta  peninggalan  pewaris,  Hukum  Waris  Islam 
tidak memberikan ketegasan yang pasti mengenai apa saja yang termasuk 
ke  dalam  harta  peninggalan  pewaris.  Sebab,  diantara  para  ulama  pun 
masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria harta peninggalan 
tersebut. Ada yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris adalah 
apapun yang ditinggalkan pewaris baik dalam bentuk harta maupun hak- 
haknya seperti hutang pewaris, dan ada pula sebagian ulama yang 
menyatakan   bahwa   harta   peninggalan   pewaris   adalah   sisa   setelah 
dikurangi    segala    biaya-biaya    berkenaan    dengan    pengurusan    dan 




1. Perlu adanya suatu undang-undang tersendiri mengenai Hukum 
Kewarisan Islam yang mengatur dengan lebih jelas, tegas, dan 
terperinci yang didasarkan pada Al Qur’an, hadits Rasulullah saw,   
dan juga ijma para ulama untuk dijadikan pegangan atau landasan 
hukum bagi mereka yang beragama Islam ketika dihadapkan pada 
berbagai macam permasalahan mengenai pembagian harta warisan 
tersebut. 
2. Berkenaan  dengan  penyelesaian  p i utang  ahli waris waktu masih 
normal,  sebaiknya  diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara 





Islam  telah  mengatur  dengan  jelas  bahwa  ahli  waris wajib 
menyelesaikan hal-hal berkenaan dengan hutang ahli waris dimasa 
masih normal.  
3.    Perlunya  adanya  sosialisasi  mengenai  hukum  waris  Islam  ini  
kepada seluruh masyarakat  khususnya  bagi  mereka  yang  beragam  
Islam,  sebab  aturan- aturan mengenai waris Islam dalam Al qur’an 
tidak diatur secara khusus hanya dalam satu surat, akan tetapi tersebar 
dalam beberapa surat. Sehingga menyulitkan bagi mereka yang tidak 
terlalu mendalami ilmu Al Qur’an. 
4.     Untuk para orangtua atau kerabat agar bertanya dan mencari informasi   
yang   lebih   banyak   terkait   kewarisan   dalam   hubungannya dengan 
ahli waris yang hilang ingatan. 
5.  Untuk peneliti selanjut, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam 
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